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bahwa dalam rangka pengaturan mangenai
Pemerintahan  Desa yang - sesuai  dengan
perkembangan  keadaan, sslares  cdengan
perkembangan,  paitisipasi, otonomi  asl,
demokrasi dan perkembangan masyarakat maka
dipandang perlu menetapkan Peraturan Dssa |

bahwa untuk maksud di atas Peraturan Desa periu
ditetaplkan dengan Peraturan Daerah.
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Undang-Undang Nomor 13 Tahua 1950 js
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1930
tentang Pembentukan Daerah-daeran Kabupaten
Dalarn Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Benta
Megara Tahun-1950) dan Peraturan Pemerintan
Nomor 21 Tahun 1982 ftentang Remindahan
Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat I Magelang
dari. wilayph_Kotamadya  Daerah  Tingkat II
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‘2. Undang-Undang Momor 22 “Tahun 1999 tenfang
Pernérintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
" Indonesia Tahun 1999 Nomar 60, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia  Mornor
3639) ;

Feraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 4 Tzhun
1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan
Menterl Calam Negerl, Keputusan Menteri Dalam
Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri mengen

Pelaksanaan Undang-Undang Normor S Tzhua
1979 tentang Pemerintahan Desa ;
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4. Keputusan Menteri Calam Neger Nomor 83 Tzhua
1999 tentang Petunjuk  Pelz'eanzan  dan
Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelerggaraan
Pernerintahan Desa Dan Kelurahan;

5. "Keputusan Menteri Calam Negeri Nomor 84 Tehun
. 1999 Tenlang Pedoman Umum Pengztuman
Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

MEMUTUSKANM

Menetapian ' PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TENTANG PEFATURAN DESA, .
) A
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalarm Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Bupati adalah Bupati Mageland : .

L L ! -

Dipindai dengan CamScanner



h. Camat adalah Camat di Kabupaten Magelang ;

¢. Kepala Desa adalah Kepala Desa dimana Peraturan Desa tersebut
ditetapkan ;

d. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan
Perwakilan yang terdin =stas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di

Desa yanq berfungsl mengayornl adat istadat, membuat Peraturan

Desa, meci ampung dan menyaslurkan  espirasi masyareket, serta
f. rnelakukan pengawasan terhadap penyelenggar=an Pemerintahan Desa;

‘e, Peraturan adalah Ketentuar-kctentuan yang bersifat mengatur,

rnenyangikut kepentingan dan teban masyarakat serta menimbulkan
bebar. bagi kevangan Desa ;

f. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukurmn yang memiliki kev. enangan
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat - eternpat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat seternpat yang diakui dalern
sistim Pemerintahan Nasional dan beraca di Daerah Kabupaten.

BAB 1X

SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA
PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa diajukan oleh Kepala Desa atau EFD.

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

ini, harus mendapat persetujuan BPD dalam bentuk Keputusan vang
ditanda tangani oleh Ketua BPD. :

L)

(3). Setelah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2)
Paczl ini, Ranzangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa
menjad Pr raluran Desa.
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Pasal 3

Dalam memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa, BPD
mengadakan rapat yang dihadin sekurang-kurangnya 2(3 dan jurnlah
angaota BPD.

BAB 11X
BENTUK PERATURAN DESA .
Pasal 4
Bentuk tata naskah Peraturan Desa akan diatur kemucian  dergan
Heputusan Bupati.
- BAB IV
MATERI PERATURAN DESA
Pasal 5

Materi Per vuran Desa mernuat

a. Keten.san-ketentuan yang bersifat mengatur;
b. Segalz sesuaty yang menyangkut kepentingan dan beban masyamkat;
c. Segalz sesuaty yang menimbulkan beban bagi keuangan Desa.

BAB V
TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 6
Peraturan Desa ditanda tangani cleh Kepala Desa,
Pasal 7

Peraturan Desa ditetapkian oleh Kepala Desa setelah mendapat persetyjuan
cari BPD,
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Pasal &

(1). Persetujuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini,
dituangkan dalam bentuk Keputusan BFD yang ditanda tangani olzh
Ketua,

(2). Bentuk tata naskah Keputusan BPD sebagaimana dirnaksud ayat (1)
Pesal ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal ©

(1). Peraturan Desa vyang telah ditetapkan ldak perlu mendagatizn
pengesahan dari Bupati.

(2). Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) de mpzian
kepada Bupati dengan ternbusan Camat, selambat-lambatryz 15 (Ima
belas) hari setelah ditetapkan.

EIAB VI
TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 10

(1). Dalem rnenetapkan Peraturan Dess sebagaimana dimaksud Pesal 3
Peraturan Daerah ini, pengambilan keputusan penetepan Feraturan
Desa ciialsanakan melalui musyawarah mufakat.

! (2).7 Apabila dafam pengambilan keputusan sebagarnana dimaksud pada
ayat 71) Pasal ini, tidak tercapai kata sepakal, maka urtuk
pengambilan kepmmm sekurang-kurangnya disetujui 1/2 (s2leagah)
ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggcta BRD yang hadir.

BAB VII
PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 11

-

(1). Dalarn melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan
Keputusan Kepala Desa.
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(2). Keputusan Kepala Desa sebagammana dimaksud pada ayat (L) Pasal ini,
tidak boleh bertentangan dencan Peraturan Desa, kepentingan umurmn,
dan Peraturan Perundangan-undangan yanq lebih tinggi tingkatannya.

(3). Keputusan Kepaia Desa disarnpaikan kepacla Bupati dengan tembusan
Camat.

(4). Bentuk tata naskah Kepuluzan Kepala Desa akan diatur <emudian

dangan kKeputusan Bupati,
BAB VIIL ¢
KEDUDUKAN PERATURAM DESA

Pasal 12

Persturan Desa fidak bolehh bertentangan dengan kepentingan umum,
Pereturan Daerah, dan Peraturan Perundang-undangan yang lebh Sngg
ting<atannya.

BAB IX 2
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN

Pasal 13

(1}. BEPD dapat meminta keterangan Kepala Desa tentang pelaksanaan
Peraturan Desa.

(2). Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Desa terdapat penyimpangan,
maka BPO memberikan saran dan pandapat kepada Kepala Dess una
perbakan pelaksznaannya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Fasal 14

Ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut calam Peigturan Daerah ini
menjadi pedoman peayusunan Peraturan Desa di Kabupaten Mage ang.
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Pasal 15

(1). Bupiti dapat membatalkan Peraturan Desa dan Kepuiusan Kepala Desa
yang bertentangan dengan keperntingan umum  atau  peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. ”

(2). Keputusan  pembatakin  Peraturan  Desa dan  FKeputusan  Kepals
Desa sebagainana dimaksud pada ayal (1) Pasal in, diberilahuizn
kepada Pemerintah Cese dan/fatau BPO yang bersaagkutan selam bat-
larmbatrya 30 (tiga puluh) hav sejak pembatalan, dengan menyebut
alasan-alasannva.

(3). Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima kepuiusan pernbatalan
Peraturan Desa dan Kepuiusan Kepala Desa szbagaimana dimalcud
paca ayat (2) Pasal ini, Perrerintah Desa danfatau Badan Perwaidian
Desa clapat mengajukan xeberatan.

(4). Pengajuan keberatan  sebagarnara dimaksud pada ayat (3),
calammbat-lambatnya 14 (empat belas) hari selelah dierimanya
keputusan pembatalan dari Pemerirtah Daerah Kabupaten.

(5). Tata cara pengajuan keberatan sebagairmana dimaksud pada ayat (4)
Fasal ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Buoat.

BAB XI
Pasal 16

Peratutan Daerah ini berlaku afekiif selambat-ambatma 1 (saw) ahua
setelan ditetapkan,

-

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peratuizn Daeral ini berlaky sejak tanggal divndanghar,
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Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundanqan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Magelang. :

Ditetapkan di Kota Munglkid
Facla tanggal 22 Maret 2000

BUPATI MAGELANG
Ttd.

Drs. H. HASYIM AFANDI

Ciundangkan dalarn Lembaran Daerah Kabupaten Magelang
Nomaor 2 Tahun 2000 Tanggal 22 Maret 2000
Seri D ; Narnor 2
Sekretaris Daerah
Twd.
DRS, H, SCLECHAN AS.

Pembing Utarna Muda
NIP, 500 C34 460
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 1 TAHUN 2000

TENTANG

. PERATURAMN DESA

L. UMUM
1. Dasar Pemikiran

Dengan diberikannya keleluasan tantang otoncmi Deza, maka

sebagai konsekweansinya Desa juga diberi wewenang dan tanggung
jawab dalarmm memajukan desanya, termasuk dalam rremieat
pereturan-peratucan yang bersifat Pengaturan dan pem‘ebaaan
pada rasyarkal.
Hal ini dikandung maksud agar rnasyarakat terhinder dan «20czk-
pastian dalam kehidupan di pedesaan disamping itu pulz manags
kewibawaan Pemerintahan Desa serta lembaga yvang sah seperu
Badan Perwakilan Desa (BPD).

Penyusunan Peraturan Desa hendaknya m2anampung aspiras-
aspirast  yang berkembang dan  dapat  ditengkap  cleh
aparat/perangkat Desa dan Badan Perwakian Desa yany rantinga
akan reramy untuk menetapkan Peraturan Desa, sehingge cengan

,. ditetapkannya Peraturan Desa (Perdes) dapat berlaku untuk kurun
wakty yang relatif lama.

2. Bentuk Tata cara pengambilan keputusan dan penetapan
Peraturan Desa.

Untuk  memberikan  gambaran  mengenal  format  ada
keriantapan dalam penyusunan Peraturan Desa, maka Bupati perfy
rmencelvarkan bentuk darl suatu Peratian Desa, sehingga masing-
masing Desa dapat mernahami visi dan msi Peraturan Desa.
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Yang tidak kalah pentingnya dalam membuat Peraturan Desa adalah
cara pengambilan keputusan Peraturan Desa dilaksanakan melalui
rausyawarah mufakat dar seimua anggota BPD, sehingga dergan
rnufakat tersebut paling tidak tergambar bahwa Peraturan Desz ity
tedah mernenuhi aspirasi masyarakat, akan tetapi sebaiknya manakala
tidak dapat oilakukan secara mufakat dapat pula  dilkukan
pengimbilan  keputusan  yang  disetujul - sekurang-kurangnya %
{zetenant) ditambah | (sa). Hal inl pula dikandung maksud agar = -
reputusan Peraturan Desa mengandung nilal-nilai demokratis.
Setelah pengambilan keputusan sebagaimana dimakeud diatas untik
celenjumya  BPD  mengeluarkan  persetujuannya da'arm  bentuk
keoutusan  BPD  dan  diserahkan kepada Kepala Desz  watiuk
di atapkan.

PASAL DEMI PASAL

Poal 1 . Cukup Jelas
Pa_3l 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Cukup Jelas.
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 t Cukup Jelas
Pasal 6 1 Cukup Jelas
Pasal 7 1 Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 v Cukup Jelas
Pasal 10 o Cukup Jelas
Pasal 11 : o Cokup Jelas,

Yang dimaksud c:lengan kepentingan umum adalah
kepentingan seluruh kipisan masyalakat,
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Pasal 13 Cukup Jelas
Pasal 14 Cukup Jelas
Pasal 15 Cukup Jelas
Pasal 16 Cul;ub Jelas
Pasal 17 Cukup Jelas
PENJELASAN TAMBAHAN.

Al

Rahwa Peraturan Daerah Ini telah dibahas dalam PANSUS DPRD
Cabupaten Magelang pada tanggal 22 Pebruari sampai <engan 25
Pebivari 2000 dan telah mendapatkan persetujuan DFi D cengan
Surat Keputusan DFRD Kabupaten Magelang Nomeor 50 Tzaun 2000
tangga! 7 Maret 2000 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan
Daerah tentang Peraturan Desa,

i
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